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ABSTRACT

“PERFORMANCE OF THE REGIONAL ELECTION COMMISSION IN THE LEGILATIVE ELECTION
PROCESS OF SERAM REGENCY, EAST PART OF MALUKU PROVINCE IN 2019”

Tﬂis research is motivated because of the writer’s interest in researching the problems that
arise regarding the Performance of the General Election Commission of the Legislative General
Election of the East Seram Regency of the Province. Maluku. The author found the problem that
the Regional General Election Commission of East Seram Regency is still weak in managing
organizational performance in holding the East Seram Regency Legislative General Election,
Maluku Province in 2019, this can be seen from the low level of community participation. This
study aims to describe the performance of the Legislative General Election Commission of East
Seram Regency, the supporting and inhibiting factors that influence it and the possible strategies
to overcome obstacles in the legislative election process of East Seram Regency. The research
method used a descriptive qualitative approach. By using Dwiyanto’s theory.

Based on the research results, the performance of the Regional General Election Commissi in
the Legislative Election Process of East Seram Regency is seen from the indicators of Productivi-
ty, Service Quality, Responsiveness, Responsibility, and Accountability which are still not optimal.
This can be seen from the lack of budget and the difficulty of sea crossing facilities and infrastruc-
ture. Suggestions to the Regional General Election Commission in the Legislative Election Poses of
East Seram Regency include: it is necessary to have good budget management, increase socializa-
tion, communicate and collaborate with other related agencies.

Keywords: performance, General Election Commission, regional head election

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi karena ketertarikan penulis meneliti terhadap permasalahan
yang timbul mengenai Kinerja Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Umum Legislatif
Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku. Penulis menemukan masalah Komisi
Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur masih lemah memanajemen kinerja
organisasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Seram Bagian Timur
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Provinsi Maluku Tahun 2019 hal tersebut terlihat dari tingkat partisipasi masyarakat yang
masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Kinerja Komisi Pemilihan Umum
Legislatif Kabupaten Seram Bagian Timur , faktor-faktor pendukung dan penghambat yang
memengaruhinya serta Strategi yang mungkin dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam
proses pemilihan Legislatif Kabupaten Seram Bagian Timur . Metode penelitian menggunakan
pendekatan kualitatif deskriptif. Dengan menggunakan teori Dwiyanto.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam
Proses Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Seram Bagian Timur dilihat dari indikator
produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas masih kurang
maksimal. Hal ini dapat dilihat dari minimnya anggaran serta sulitnya sarana dan prasarana
penyeberangan laut. Saran kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Poses Pemilihan
Umum Legislatif Kabupaten Seram Bagian Timur antara lain: perlu pengelolaan anggaran yang
baik, meningkatkan sosialisasi, melakukan komunikasi dan kerja sama dengan instansi lain

yang terkait.

Kata kunci: kinerja, Komisi Pemilihan Umum, pemilihan legislatif

PENDAHULUAN

Pemilihan umum menjadi salah satu

indikator stabil dan dinamisnya
demokratisasisuatubangsa.Dilndonesia,
penyelenggaraan pemilu memang secara
periodik sudah berlangsung sejak awal
kemerdekaan bangsa ini, akan tetapi
proses demokratisasi lewat pemilu-
pemilu yang terdahulu belum mampu
menghasilkan nilai-nilai demokrasi
yang matang akibat sistem politik yang
otoriter. Harapan untuk menemukan
format demokrasi yang ideal mulai
nampak  setelah  penyelenggaraan
yang berjalan relatif cukup lancar
dan aman. Untuk ukuran bangsa yang
baru beberapa tahun lepas dari sistem
otoritarian, penyelenggaraan pemilu
yang terdiri dari pemilu legislatif dan
pemilu kepala daerah secara langsung
yang berjalan tanpa tindakan kekerasan
menjadi prestasi bersejarah bagi bangsa
ini.

Pemilihan umum yang selanjutnya
disebut pemilu adalah sarana kedaulatan
rakyat untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan = Rakyat, Anggota  Dewan
Perwakilan Daerah, Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah, dan untuk memilih
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

yang dilaksanakan secara langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara
kesatuan republik indonesia berdasarkan
pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Undang-Undang No. No. 7 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan
Umum disebutkan Penyelenggara Pemilu
adalah lembaga yang menyelenggarakan
Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan
Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan
Dewan  Kehormatan  Penyelenggaraan
Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi
penyelenggaraan Pemilu untuk memilih
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota
Dewan perwakilan Daerah, Kepala daerah
dan Wakil Kepala daerah, dan untuk memilih
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
secara langsung oleh rakyat.

Pemerintahan

Bevir (2007: 138) dalam Wasistiono
dan Simangunsong (2015: 87) menyebutkan
bahwa “The term government comes from
the Greek word “kuberman’” Which means
steering a ship”. Selanjutnya Bevir membagi
pengertian pemerintahan ke dalam dua
pengertian, yaitu pemerintahan dalam arti
sempit sebagai sebuah institusi (government
as an institution), sedangkan dalam arti luas
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pemerintahan diartikan sebagai sebuah
proses (government as a process).

Masih  menurut pendapat Bevir
menjelaskan Pemerintahan dalam arti sempit
merujuk pada wujud kewenangan negara
dan diarahkan pada sekelompok orang yang
memiliki kewenangan pada unit tertentu
pada saat tertentu. Sedangkan pemerintahan
dalam arti luas, pemerintah adalah cara
untuk memerintah entitas tertentu pada
saat tertentu pula. Kata pemerintah merujuk
pada metode tertentu, tujuan, dan tingkatan
pengendalian masyarakat oleh negara.

Ramlan Surbakti (1992) mengemukakan
bahwa pemerintahan dapat ditinjau dari
tiga aspek, yaitu segi kegiatan (dinamika),
struktur fungsional dan segi tugas dan
kewenangan (fungsi) dengan penjelasan:

“apabila ditinjau dari segi dinamika,
pemerintahan berarti segala kegiatan

atau usaha yang teroganisasikan,
bersumber pada kedaulatan dan
berlandaskan pada dasar negara,

mengenai rakyat dan wilayah negara
itu demi tercapainya tujuan negara
(Surbakti, 1992: 163).

Masih menurut pendapat
Surbakti, mengemukakan bahwa:

Ramlan

“ditinjau  dari  segi  fungsional,
pemerintahan  berarti seperangkat
fungsi negara, yang satu sama lain
berhubungan secara fungsional, dan
melaksanakan fungsinya atas dasar-
dasar tertentu demi tercapainya
tujuan negara. Lalu ditinjau dari aspek
kewenangan negara maka pemerintahan
berarti seluruh tugas dan kewenangan
negara (Surbakti, 1992: 163).

Demokrasi

Demokrasi merupakan suatu prinsip
dasar tata kehidupan bermasyarakat,
baik dalam interaksi sesama komponen
masyarakat maupun antara masyarakat
dengan  pemerintahan/negara.  Dalam

rangka mewujudkan masyarakat sipil
atau masyarakat madani, demokrasi
adalah prasyarat mutlak. Sejak lengsernya
pemerintahan orde baru pada 1998,
demokrasi menjadi kosakata umum bagi
siapa saja untuk menyatakan pendapat.
Dari kalangan cendekiawan hingga kalangan
awam. Secara Etimologis “demokrasi” terdiri
dari dua kata yang berasal dari bahasa
yunani, yaitu demos yang berarti rakyat
atau penduduk suatu tempat, dan cratein
atau cratos yang berarti kekuasaan atau
kedaulatan, jadi kata demokrasi memiliki
arti suatu sistem pemerintahan dari, oleh,
dan untuk rakyat.

Kinerja Organisasi

Kinerja merupakan hasil kerja secara
kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai
oleh seorang pegawai dalam melaksanakan
tugas sesuai dengan tanggung jawab yang
diberikan kepadanya. Definisi kinerja
menurut Bambang Kusriyanto dalam A.A.
Anwar Prabu Mangkunegara (2005: 9)
mengatakan dalam bukunya bahwa, “Hampir
semua kalangan seringkali menggunakan
istilah kinerja, mulai dari media masa,
pejabat birokrat, pelaku bisnis. Bahkan
sampai masyarakat awam, namun demikian
tidak ditemukan definisi yang definitif
tentang kinerja.”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah survei deskriptif,
yaitu menggambarkan kenyataan yang
ditemui di lapangan secara apa adanya.
Penggunaan tipe ini bertujuan mengukur
secara cermat dengan menggunakan metode
kualitatif melalui penggambaran sistematis
dan menghimpun fakta-fakta yang ada pada
penelitian ini. Survei dibatasi pada penelitian
yang datanya dikumpulkan dari informan
yang mewakili.

Pendekatan yang digunakan dalam

penelitian, yaitu metode kualitatif yang
dikemukakan oleh Sugiyono (2005: 4)
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bahwa metode kualitatif adalah suatu
metode penelitian yang digunakan untuk
meneliti pada kondisi objek yang dialami
(sebagai lawannya adalah eksperimen), di
mana peneliti adalah instrument kunci.

Penentuan  narasumber  dilakukan
secara purposive, yaitu dengan cara memilih
orang-orang tertentu didasarkan pada
pertimbangan informasi yang diperlukan
dan memiliki pengetahuan tentang Kinerja
Komisi Pemilihan Umum daerah dalam
proses pemilihan Legislatif di Kabupaten
Seram Bagian Timur.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kinerja Komisi Pemilihan Umum
Daerah dalam Proses Pemilihan
Umum Legislatif

Dwiyanto (2008:50-51) mengungkapkan
bahwa konsep produktivitas tidak hanya
mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga
efektivitas pelayanan. Produktivitas pada
Umumnya dipahami sebagai rasio antara
input dengan output.

Kinerja Komisi Pemilihan Umum
Daerah yang dimaksud adalah hasil kerja
yang dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum
Daerah pada saat proses Pemilihan Legislatif
di Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi
Maluku Tahun 2019.

» Produktivitas

Produktivitas Komisi Pemilihan
Umum Daerah Kabupaten Seram Bagian
Timur dalam proses Pemilihan Legislatif
di Kabupaten Seram Bagian Timur
Provinsi Maluku sangat diperlukan, karena
dapat menentukan persiapan awal yang
dimiliki Komisi Pemilihan Umum Daerah
Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai
penyelenggara proses Pemilihan Calon
Legislatif di Kabupaten Seram Bagian
Timur untuk melaksanakan pentas awal
Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur
harus dilakukan dengan sangat cermat,

sehingga dapat meminimalkan terjadinya
kekurangan-kekurangan yang terjadi pada
saat proses pemilihan legislatif.

» Responsivitas

Dwiyanto (2008: 50-51) responsivitas
adalah kemampuan organisasi untuk
mengenali kebutuhan masyarakat
menyusun agenda dan prioritas pelayanan
dan mengembangkan program-program
pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan
dan aspirasi masyarakat. Responsivitas
dimasukkan sebagai salah satu indikator
kinerja organisasi publik dalam menjalankan
misi dan tujuannya, terutama dalam
memenuhi kebutuhan masyarakat.

Responsivitas sangat diperlukan dalam
pelayanan publik karena hal tersebut
merupakan bukti kemampuan organisasi
untuk mengenali kebutuhan masyarakat,
menyusun agenda dan prioritas pelayanan
serta mengembangkan program-program
pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan
dan aspirasi masyarakat

» Responsibilitas

Dwiyanto (2008: 50-51) responsibilitas
menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan
organisasi publikitu dilakukan sesuai dengan
prinsip-prinsip administrasi yang benar atau
sesuaidengan kebijakan organisasi, baikyang
eksplisit maupun implisit. Kemampuan suatu
organisasi dalam melaksanakan program
kerja yang peka akan sasaran dan target,
serta mengembangkan program-program
pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan
aspirasi masyarakat merupakan tanggung
jawab yang harus dimiliki Komisi Pemilihan
Umum Daerah Kabupaten Seram Bagian
Timur dalam proses Pemilihan Legislatif di
Kabupaten Seram Bagian Timur.

Pelaksanaan kegiatan organisasi
publik dengan prinsip-prinsip administrasi
yang benar atau dengan Kkebijakan
organisasi, baik yang eksplisit maupun
implisit. Responsibilitas berkaitan dengan
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kedisiplinan kerja yang telah sesuai dengan
peraturan pemerintah.

» Akuntabilitas

Dwiyanto (2008: 50-51) akuntabilitas
publik menunjukkan pada seberapa besar
kebijakan dan kegiatan organisasi publik
tunduk pada para pejabat politik yang dipilih
oleh rakyat, asumsinya adalah bahwa para
pejabat politik tersebut karena dipilih oleh
rakyatnya, dengan sendirinya akan selalu
mempresentasikan ~ kepentingan  rakyat.
Tingkat dari serangkaian tahapann proses
Pemilihan Calon legislatif Kabupaten Seram
Bagian Timur pada Umumnya telah sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh
Komisi Pemilihan Umum Daerah yang mengacu
kepada peraturan-peraturan yang digunakan
pada saat proses pemilihan Legislatif untuk
menuju pelayanan yang adil dan merata maka
diperlukan suatu pencapaian hasil yang sudah
dilaksanakan dari seluruh rangkaian program-
program yang telah terencana dan terlaksana
dengan baik

Faktor Pendukung dan Faktor Peng-
hambat Kinerja Komisi Pemilihan
Umum Daerah dalam Proses Pemilih-
an Umum Legislatif

Setiap adanya suatu Kkinerja, pasti ada
kendala dan masalah yang menjadi faktor
pendukung kinerja komisi Pemilihan Umum
Daerah dalam Proses Pemilihan Umum
Legislatif di Kabupaten Seram Bagian Timur
Provinsi Maluku Tahun 2019.

» Faktor Pendukung

- Adanya peraturan yang mengatur Tugas
dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum
Daerah.

Sebuah pelaksanaan program tentunya
harus memiliki dasar hukum yang sah
yang akan memberikan kewenangan
pelaksananya dalam  menjalankan
berbagai rencana kegiatan yang telah
disusun, sama halnya untuk Kinerja

KPUD Kab. Seram Bagian Timur sehingga
bisa leluasa dalam menjalankan
tugasnya sehari-hari. Berkaitan dengan
hal tersebut di atas penulis melakukan
wawancara kepada Kisman Kilian selaku
Ketua KPUD Kabupaten Seram Bagian
Timur pada 12 Juni 2020 pukul 10,30
WIT di ruang kerjanya

» Faktor Penghambat

Setiap suatu kinerja, pasti ada kendala
danmasalahyangmenjadifaktor penghambat
untuk kesuksesan sebuah kinerja tersebut.
Terkait penelitian ini, peneliti menganalisis
faktor penghambat kinerja Komisi Pemilihan
Umum Daerah Kabupaten Seram Bagian
Timur

- Minimnya anggaran Komisi Pemilihan
Umum Daerah Kabupaten Seram Bagian
Timur sehingga Komisi Pemilihan Umum
Daerah sulit melaksanakan tugas secara
maksimal.

Strategi yang Dilakukan dalam Me-
ningkatkan Kinerja Komisi Pemilihan
Umum Daerah dalam Proses Pemilih-
an Umum Legislatif

Faktor internal yang memengaruhi
kinerja komisi pemilihan umum dalam
pemilihan Legislatif Kabupaten Seram
Bagian Timur dapat dilihat pada kekuatan
(strengths) dan kelemahan (weakness).

» Kekuatan (Strengths)

Berdasarkan  hasil  analisis  dan
pembahasan dari penelitian yang telah
dilakukan, ditemukan beberapa faktor yang
menjadi kekuatan (strengths) kinerja Komisi
Pemilihan Umum Daerah dalam Pemilihan
Legislatif Kabupaten Seram Bagian Timur
antara lain sebagai berikut.

a. Adanya peraturan yang mengatur Tugas
dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum
Daerah.

b. Tersedianya sumber daya KPU dari TPS,
PPS, PPK, Komisioner KPU.
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c. Tersedianya aplikasi sistem aplikasi
penghitungan suara

» Kelemahan (Weakness)

Berdasarkan analisis pembahasan dari
hasil penelitian, kelemahan (Weakness) yang
terdapat pada kinerja Komisi Pemilihan
Umum Daerah dalam Pemilihan Legislatif
Kabupaten Kabupaten Seram Bagian Timur
adalah sebagai berikut.

a. Minimnya anggaran Komisi Pemilihan
Umum Daerah Kabupaten Seram
Bagian Timur sehingga Komisi Pemilihan
Umum Daerah sulit melaksanakan tugas
secara maksimal

b. Kekurangan sumber daya staf pelaksana
KPUD

c. Sulitnya berkoordinasi dengan PPK,
PPS dan TPS di kecamatan di daerah
kepulauan

Faktor eksternal pelaksanaan
pemilihan legislatif oleh Komisi Pemilihan
Umum Daerah Kabupaten Seram Bagian
Timur dapat dilihat pada peluang
(opportunities) dan ancaman (threats).

» Peluang (Opportunities)

Berdasarkan  hasil analisis dam
pembahasan dari penelitian yang telah
dilakukan peluang, (opportunities)yang
terdapat pada Kkinerja Komisi Pemilihan
Umur Daerah dalam Pemilihan Legislatif
Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi
Maluku 2019 antara lain sebagai berikut.

a. adanya pelatihan untuk TPS, PPS, PPK
dan staf KPUD

b. Adanya peran dan dukungan dari
instansi-instansi dan aparat keamanan
terkait yang ikut serta membantu Komisi
Pemilihan Umum Daerah

c. Tersedianya sistem informasi
pemungutan dan penghitungan suara
(Situng)

d. Adanya sarana dan  prasarana
yang  disediakan  untuk  Komisi
Pemilihan Umum Daerah dalam

melakukan sosialisasi

e. Adanya aplikasi
(Silon)

f.  Adanya aplikasi sistem informasi data
pilih (Sidali)

sistem pencalonan

» Ancaman (Threats)

Berdasarkan analisis pembahasan dari
hasil penelitian, ditemukan beberapa faktor
yang menjadi ancaman (threats) Kinerja
komisi pemilihan umum daerah dalam
Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten
Seram Bagian Timur Provinsi Maluku antara

Strategi yang dilakukan dalam
meningkatkan Kinerja Komisi
Pemilihan Umum Daerah dalam
Proses Pemilihan Umum Legislatif

Teknik yang digunakan peneliti dalam
menganalisis dan menyusun strategi dalam
pembahasan subbab ini adalah dengan
menggunakan teknis analisis SWOT. Analisis
SWOT digunakan sabagai alat untuk
menganalisis permasalahan yang terdapat
dalam rumusan masalah yang berhubungan
dengan faktor-faktor yang memengaruhi,
yaitu faktor internal dan faktor eksternal
dalam menyusun strategi yang digunakan
untuk keberhasilan kinerja Komisi Pemilihan
Umum Daerah dalam Pemilihan Legislatif
Kabupaten Kabupaten Seram Bagian Timur
Provinsi Maluku, yang kemudian peneliti
tentukan isu-isu strategis menggunakan
litmus test.

a. Memaksimalkan penggunaan aplikasi
sistem informasi pemungutan dan
penghitungan suara (Situng), aplikasi
sistem pencalonan (Silon) d an aplikasi
sistem informasi data pilih (Sidali)

b. Memaksimalkan koordinasi penyusunan
perencanaan anggaran sesuai kebutuhan
KPUD bersama pemerintah daerah
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c. Meningkatkan fasilitas distribusi logistik
pemilu salah satunya penyewaan
helikopter

d. Meningkatkan penegakan peraturan-
pengawasan dan saksi tegas terhadap
calon legislatif yang melakukan politik
uang

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan Kinerja Komisi Pemilihan
Umum Daerah dalam Proses Pemilihan
Umum Legislatif Kabupaten Seram Bagian
Timur Provinsi Maluku 2019 peneliti
menyimpulkan berikut ini.

Pertama, Kkinerja Komisi Pemilihan
Umum Daerah dalam proses Pemilihan
Umum Legislatif Kabupaten Seram Bagian
Timur dilihat dari:

a. Produktivitas Komisi Pemilihan Umum
Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur
dalam proses Pemilihan Umum Umum
Legislatif Kabupaten Seram Bagian
Timur dapatdikatakan kurang maksimal.
Hal ini dapat dilihat dari minimnya
anggaran dan pencapaian target yang
belum sesuai dengan program yang
telah ditetapkan sebelumnya. Selain
itu juga kendala lain seperti sulitnya
infrastruktur penyeberangan laut di
Kabupaten Seram Bagian Timur sehingga
kurang maksimalnya produktivitas pada
saat proses Pemilihan Umum Legislatif
Kabupaten Seram Bagian Timur.

b. Kualitas layanan komisi pemilihan
umum daerah proses Pemilihan Umum
Legislatif Kabupaten Seram Bagian
Timur sudah cukup berkualitas. Hal ini
dilihat dari Pemberian Informasi yang
dilakukan komisi pemilihan umum
Kabupaten Seram Bagian Timur di
media massa seperti surat kabar,Radio
dan lainnya.

c. Responsivitas Komisi Pemilihan Umum
Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur

dalam proses Pemilihan Umum Legislatif
Kabupaten Seram Bagian Timur sudah
cukup maksimal. Hal ini dapat terlihat
dari daya tangkap kinerja Komisi
Pemilihan Umum Daerah Kabupaten
Seram Bagian Timur yang langsung
memproses jika ada pengaduan dari
masyarakat jika ada namanya yang tidak
masuk dalam DPT Kemudian sesuai
dengan keinginan masyarakat yang
menginginkan pemilihan yang aman,
lancar, bersih jujur dan adil.

d. Responsibilitas Komisi Pemilihan
Umum Daerah Kabupaten Seram
Bagian Timur dalam Proses
Pemilihan Umum Umum Legislatif
Kabupaten Seram Bagian Timur
sudah cukup maksimal. Hal ini
dapat dilihat dari tanggung jawab
yang sudah terlaksana. Kemudian
kerja sama Komisi Pemilihan Umum
Daerah dengan instansi-instansi
lain yang berjalan dengan baik.

e. Akuntabilitas Komisi Pemilihan
Umum Daerah Kabupaten Seram
Bagian Timur dalam Proses
Pemilihan Umum Legislatif
Kabupaten Seram Bagian Timur
sudah cukup maksimal. Hal ini
dapat dilihat tingkat kesesuaian
data pemilih yang tidak ada terjadi
masalah. Kemudian juga tindakan
cepat yang Komisi Pemilihan Umum
Daerah lakukan dalam mengatasi
permasalahan yang terjadi.

Berdasarkan simpulan pengukuran
kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah
dalam proses pemilihan umum legislatif
di Kabupaten Seram Bagian Timur maka
secara umum dapat dikatakan kinerja komisi
pemilihan umum sudah cukup baik dan
maksimal karena empat dari lima indikator
yang digunakan menunjukkan hasil yang
baik yang menyatakan kualitas layanan yang
cukup berkualitas, responsivitas yang cukup
maksimal, rensponsibilitas yang cukup
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maksimal, serta akuntabilitas yang cukup
maksimal. Catatan kurangnya kinerja hanya
berada pada tingkat produktivitas yang
disebabkan oleh persoalan anggaran serta
kondisi alam yang diukur dengan indikator
yang dikemukakan oleh Dwiyanto yang
terdiri dari lima indikator.

Kedua, faktor pendukung Kiner-
ja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam
Proses Pemilihan Umum Legislatif Kabu-
paten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku
adalah:

1) Adanya peran dari instansi-instansi
terkait yang ikut serta membantu komisi
pemilihan umum daerah.

2) Adanya partisipasi dari
masyarakat.

tokoh

3) Adanya sarana dan prasarana yang
memadai di Komisi Pemilihan Umum
Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ketiga, faktor penghambat Kinerja
Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Pros-
es Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Ser-
am Bagian Timur Provinsi Maluku adalah:

1) Ketersediaan anggaran yang minim

2) Tingkat kesadaran masyarakat akan
pentingnya menggunakan hak suara
untuk memilih kepala daerah masih
rendah.

3) Sulitnya infrastruktur penyeberangan
laut yang dihadapi komisi pemilihan
daerah Kabupaten Seram Bagian Timur
untuk menyalurkan logistik pemilihan
ke tiap-tiap Kecamatan.

Keempat, strategi yang dilakukan
dalam meningkatkan Kinerja  Komisi
Pemilihan Umum Daerah dalam Proses
Pemilihan Umum di Kabupaten Seram
Bagian Timur adalah:

1) Memaksimalkan penggunaan aplikasi
sistem informasi pemungutan dan
penghitungan suara (Situng), aplikasi
sistem pencalonan (Silon) dan aplikasi
sistem informasi data pilih (Sidali).

2) Memaksimalkan koordinasi penyusunan
perencanaan anggaran sesuai kebutu-
han KPUD Bersama pemerintah daerah.

3) Meningkatkan fasilitas distribusi logistik
pemilu salah satunya penyewaan
helikopter.

4) Meningkatkan penegakan peraturan-
pengawasan dan saksi tegas terhadap
calon legislatif yang melakukan politik
uang.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan serta simpulan di atas terkait
Kinerja komisi pemilihan Umum Daerah
dalam proses Pemilihan Umum Legislatif
Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi
Maluku Tahun 2019 penulis memberikan
saran sebagai berikut.

1. Hendaknya Kinerja Komisi Pemilihan
Umum Daerah dalam Proses Pemilihan
Umum Legislatif Kabupaten Seram
Bagian Timur Provinsi Maluku Perlu

ditingkatkan lagi meliputi aspek
Produktivitas, kualitas layanan,
responsivitas,  responsibilitas  dan
akuntabilitas.

2. Adanya faktor penghambat Kinerja
Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam
Proses Pemilihan Umum Legislatif
Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi
Maluku tahun 2019, maka hendaknya
KPU Seram Bagian Timur perlu
mengatasi kendala-kendala tersebut
dengan memanfaatkan peluang yang
ada, agar terciptanya keberhasilan yang
maksimal pada pemilihan yang akan
datang.

3. Strategi yang dilakukan terkait Kinerja
komisi pemilihan Umum Daerah
dalam proses pemilihan umum Umum
Legislatif Kabupaten Seram Bagian
Timur Provinsi Maluku, yaitu dengan:

a. Perlu ditingkatkan lagi Sosialisasi
yang dilakukan kepada masyarakat
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agar masyarakat sadar akan
pentingnya memilih legislatif.

b. Komisi Pemilihan Umum Daerah
dalam Proses Pemilihan Umum
Umum Legislatif Kabupaten
Seram Bagian Timur perlu lebih
banyak lagi melakukan komunikasi
dan kerja sama dengan instansi
lainnya sebagai referensi komisi
pemilihan umum daerah dalam
menerima masukan-masukan dan
melaksanakan tanggung jawab.
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